PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 1l
LUMAJANG

PERATURAN DAERAH KABUPATENDAERAH TINGKAT Il LUMAJANG

NOMOR 04 TAHUN 1995
TENTARNG
PENGGUNQGN RUMAH POTONG HEWAN, PEMERIKSAAN DAGING DAN IZIN
JABAL SERTA IZIN PENJUALAN DAGING DALAM EABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LUMAJTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG #MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANE

smimbang : bahwa dalam usaha untuk lsbih meningkatkan keotert

terhzadzap penggunzan Rumah Potong Hewan Pemerik

a

Dzging dan Jagal serta peniualan Daging dalam Kabu

ten Daerah Tingkat II fLumajang,
jau kembali Peraturan Dzesrah tabupaten Dasrah
II Loumajang Nomor OF Tzhun 1981 tentang

dan FPenjualan Daging sertz psnggunzan  Rumah
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dipandang perlu menin-
Tingkat
Pemeriksaan

Potong

Hewan dzalam  labupzten [Daerah Tinaokat 11 Ltumajang

dengan segala perubahannva, dan mengatur kembali

ketentuen—ketentuannya dalam Peraturan Dserah .
engingat z 1. Undang-undang MNomor L2 tahun 195G tentang Pemben-

tukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Propinst Jawa (imur 3
Z. Undang-undang HRomor % tahun 1974
pokak Pemerintahan di Daerah H
. Undang-undang Nomor 12 Drt.

Lingkungan

tentang Polkok-—

tahun 1997 ten
tang Peraturan Umum Retribus: Daerah H
4. Undang-undang Nomor &  tahun 1746. tentang heten-
tuan—ketentuan FPokok Peternakan dan hesanatan
Hewan ;
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engan Persetujuan

3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993

tentang  Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan

Daevah Ferubahan 3

6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat [1 Luma-

1anrg - Nomor 0% Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawal

Negeri Gipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Raerah Tingkat 11 Lumaiang .

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah

ingkat II Lumajang.

fenetapkan

MEMUTUS KAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11 LUMAJANG
TENTANE PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN, PEMERIKSAAN
DAGING DAN IZIN JAGAL SERTA IZIN PENJUALAN DAGING
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

BAE I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang cdimaksud dengan 3

a. Pemerintah Daerah, 1alah Pemerintah habupaten

Daeran Tingkat 11 Lumajang 3
b. Kezpala Daeranh, ilalah Bupati Kepala Daerah

1T Lumajang 3

Tingkat

c. Rumah Potong Hewan Umum, ialah tempat pemotongan

hewan yang disediakan untuk memotong hewan dan

dikelola oleh Pemerintah Daerah termasuk kandang

termnaknya §

d. Rumah Potong Hewan Khusus, ialah tempat vang dise-
diakan untul memotong hewan dan dikelola bukan oleh

Pemerintah Daerah gy

e. Juru perikea, 1alah Pegawal Pemerintah Daerah yang

tetah mendapat Pendidilan khusus mengenal  pPamerik-

daging dan bertugas melaksanakan

daging yang akan dikonsumsikan

saan pemerihksaan

kepada masyarakat
batk untuk dijual belikan atau untuk hajat 4
Jagal, ialah mereka yang mata pencahariannya

memo-
tong atau menyuruh Memotong

hewan .
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g« Penjual daging,

menausahak

ialah orang atau Badan Hukum yang
a’an perusahaan penjualan dan za2ftau menye-—

diakan persediaan daging untuk dijual atau ditawar-—
kan secara menetap atau berkeliling dijalan umum,

tempat umum, rumah kerumah atau dipasar j

t. Hewan, ialah sapi, kerbau,kuda, babi dan kambing ;3
i. Ahli pemeriksa daging, ialah dokter hewan Pemerin-
tah yang diftunjuk atau petugas lain yang berada
dibawah pengawasan dan tanggung jawab dokter
dimaksud .

neuwan

BAE L1
KETENTUAN PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWARN
Pasal 2
{1} Setiap pemotonogan hewan dilaksanakan di  Rumzan

Potong Hewan umum 3§

~
)
~r

tecuali dalam keadaan yang luar biasa seperti ~
patah tulzang, lukza berat, penyakit berat, untuk
keperluan hajat dan  untuk memenuhi kebutuhan
upacara keagamaan atau adat, pemotongan fernak
dapat dilaksanakan diluar rumah potong hewan umum
vang sesudah dilakukan pemotongan, yang bersang-—
kutan harus segera malapor kepada  Jjuru periksa
daging untuk diperiksa 4
(% Tata cara pelaksanaan ppemotongan diluar  rumah

potong  hewan umum sebagaimana dimaksud pada  ayat
(27 pasal ini akan ditvetapkan lebih lanjut oleh
Kepala Daerah .

Pagal 3

(1) Apabila dipandang perlu kKepala Daerah dapat

mem—

perikan izin kepada seseorang atau badan  hukum
untuk mendirikan rumah potong hewan khusus g

(2) Syarat-syarat pendirian rumah potong hewan khusus

dimaksud pada ayat (1) pasal ini

a. memiliki izin HO, i1zin lokasi dan jzin mendiril— ——s

kan bangunan sesuai Peraturan yang berlaku j

b
b. Jarak antara rumah potong hewan khusus dengan

rumah potong hewan umum tidak bolep kurang dari
35 (lima) Km 3

L]
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. wasaha VAR direncanabkan  dapat chLp o et anggundg
jawablkan  kelangsungannya yang  melipubl napel
peryediaan babhan baku, swpek teknis dan  asuapek
HODLR L masvaralkst setempai
d. memenuhi porsyzratan tebnis  peandirian Pk

potong hewan .

{5) tata cara pemberian rzin pendivian rumah pobong

hewan khusus ditetaplan eleh kepala Daerah

{aby pemilik  atau pengusaha darl rumab pobtong hewan

Fhusus  hseus  aenyedtalan shaL  RMmpUNy Ll #10] LAB)
dattar pamobtongan paenal  menurat contoh v ANG

ditetaphkan olsh Kepala Prgral &

(ETAYE I WA |
FETENTUAN PEMERIESAAN HEWAR Al Déals TR

Papal 4

(1) Sptisp hewan yang akan dipobong dirumah potono
hewan  wmam aban runan potong fewan khusas h2rus
mendapat peme kSN taplebib dabuia dara JLATLY
perilsa j

{2y Hewan yang telah diperikss diber:i Landa dan  surat
pemerilsasan 3

(3 Bentuk tanda dean surat pemeriksaan dimaksud  pads
zyat (21 pasal ini ditetapkan oleh lkepals PRasrzh
dan berlaku melama 1 (matur X 24 (dua puluh empat:

2, i jam

Fasal O
Bilamanm“menurut akhlz pamcrihﬂaan Mewan  wang  SEan
dipotong menderita penyall menuise  atauw  dranggap
menpuny el penyakit meaular pemotongannyg ditenoauhian
dan dilzporkan kepada Kepala Dagrah . \
Pasal &
(1) Setiap daging dari hasitl pemdtongan hewan harus
diperikes terlebih dahula oleh Juru perltﬁ* 3

(23 Paging hewan vyang telah mendeapat pemerik

= aan

sebagaimans dimaksud pada &avat L pagal 1nd
diberi tanda yang bentuknys ditetaphban oleb kepala

Daeran, dan berlaku selams 1 (satyr FaLL 24 1800

P
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Raging  hewan mebagaimana pada avat ) pasal Nt
apabila getelah | (satu) kali 24 jJam masih tersisa
WaJib  dilakukan pemerikgaan ulzng  ther  keuring?
oleh Juruy perilsa 1
'331NG  hewan dari hastl pematongan hewan diluar
Rawvan Labupaten Lumag ang harus dilakukban pemerii

saan wlang ( Her Keuring s oleh Jury periksa g

Raging atau bagian-bagian yang setelah pemeriksaan
diangaap tidak baik, abas perintah  jura periksa
bagian-bagian tersebut Marus dimusnatiboan.
B Ly
HETENTUAN PEEERTOAR JAGAL
1

Getiap orang stasu Badan Huks i,

3

]
Fit]

Pax

dapat mernijgatanian
pekerizan jagal setelah terlebih dabulw mendapat-
wan izicn dart Wepala UDasrab

Tata zars dan syarzt-syarat pemberiazn izin  menja-

Lantan  pelkerdzan jagel sebaoaimany dimsbsud  pads
ayat (1 bamal nd ditetasplan oleh bepala Uaerah.
maak
EETENTUAN PENIUAL DABTNG

ramal B

Bagl  satiap pearoual dagilog terlebibh dahuwle harus

mendapet izin dart kepala Daevah
fata cara dan gyarat-avsrat pemberisn toin penjuss
ter daging ditetapkan oleh Bepals basrah

AR VI

ENTUAN FETRIBULL

fitas pengounzan ruseh potong hewan e stau runs
potong hawan khusus daﬁ diluwar cunah potong hawvan,
pemPerian  izin  mepdirikan cuneh o potong hewan
Khusuzs  sebagsimana odimaksud dalam  pasal w aya
(11, pemeriksgan uwlang ey bewring! d2ging ceba-
gaimans dimeksud dilam pasal & ayat (3 dan Gy,
pemberian 1jin menJulankan pelkerjean dagal  dimal-
aud dalam pamal 7 ayab (1) dan pemberian aizn
penjualen  daging dimaleuo delsm peasel 6 syat (1)
kKepada yang pevsangkutan dibenalan retribusi
Besarnys retribus: pengounant rumsh patong hewasn
Qan Fandang ternalk setiap akor

"
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EHRTMYE rebhvibusg

Hewan  besar (lombu,kerbau ataw  kuda) sebesar

Rp.d.000,00 (tigss ribu rupiah) g

Babi sebesar Rp. B.000,00 (Lima ribu rupiah) g

Howan el {kambing atau dombar sebesar Rp

; e LB ) ~ = ’ \
AAWL R0 CEuauh ratus ims pulubh vapiah) g

L
pomeriksann daging metiap ehkors
Bagt hewan vang dagingnya diperdagangkan
o0

8. Hewman besay (leobu,icerbaun dan kuda)r sebesar

™

Rpe S QGo, a0 (cua ribu vuptah 2

o babi sebesar Rp. 4,000,000 (empat ribu rupuls
akhvy s

. Havan  kectl C kambing ataw domba @ sebesar
Rpe FAS0,00 (tuguh ratus Limae puluh rupiah) g

Bagili hewan vang daginonys  untuk  hasat atau

melamatan @

2. Hewan Desar Clombu. berbaw dan kacdan aebe-

$53

sar Rp. 3.000,00 (tigs ribu rupiah? 3

b. Habi sebesmar Hp.o 5,000,00 (lisma  ribu rupil-
ahvy

. Hewan  ksoaxnl (hambirg ataw  dombas Febesar

Fp o P80, Chugauls ratus Lrma pulul rupiahe §

(43 Besarnva retribusi pemeriksaan ternak dan  dagung

diluae rumah potong hewan tirap ko 3

1o

Pagi hewan yang dagingnyas diperdagangkan @

a. Hewuan beaav (lembu, kerbauw dan kuda: sebessr
Fip . 4000, U veppat riba vuplab) g

b. Babi  sebesar Rp. 7.000,0u Chuguh ribu o 1 una
rahus maptahsg

e, Howan  kecil (hoamb tno atan dombae m&béﬁ3r
[p.FBo00 (bugub retug Lios puluh rupxah;:;

Bagi hawan  yang ﬂﬁﬂl”9ﬁ§a untuk hajat atau

ﬁéiumatmn 4

a. HMewan besar {(laebu,kerban atauw kudald asbesar
Rp 9.0, ou (lima vibu rupiah) g

h. fBabt sabesar Rpa @000,00  (sembilan ribu
ruptah gy

- Hewan kecil (kambing ataw domba ) sebesar

B o 00, Qo Chuguh ratus bima pulun’ - rupiahe

w
*
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(5 Beooarny: retribuss PO LES&LN wlang (Har ki .}
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. : noenousahokan
(&) Besarnyva rekribusi  peaberian 1310 Mg s an
(R ARG v ay U 1_-)(:!
rumal potong hewan khusos Sebessl Rp. 1w M2y
vgavratus cibu oruplany 3
S WA N Lain e jalanban
(7) Ressrnvs  retribust psobaerian Lain e
Aabapr iaart janfi sevsmar Rp. Byga 0, i s haina puiub
PR MO B IR =T8S Ny A e ISR R ) *
R LI B B I 4

i ; By > ) juatan Jdaging
(B Bemarnva retribumi oennanrian L2 AN pen3umlan o) B "

L8 civda puiob iima 3 b
SomEE Ry . L viindE pRLIin Lim

rupLah e
LR Enn om g ma G A =t I A Ml am
(P Sehilap  pemegEng  LIin S204aalmand barael k4

| e § B I Tl cf o=
vy dap (27 masal ini wazib datisr wling

1
o~
)
o+
{5
%

ey L an pahary 2 dan o peenalan vebribusgl sepusar
il i TR AR EAY b ¥ oOu
B ¥ 1

SE g dard Brlave reLribusr 1EIn .

(ls Fetribusi pemsriksaan dan pamlier L an i dvmab sud
delam panzl 9 hargs dibayar tunas mebelun SHurat
Kebtepranaan Pemerikgsan dan Peabairisn Q10 dil@arans

KA g

o=
i
“?

Retribus: pemerilkaaan dan pemborian tzinn dimabksad

¥

pads  ayer (1) passl 10l merupnaken Fendeapztan

nasrab dan dizetor ke Pan Dasvab.

. Fagal Ll

Dikecualikan dari bLecensuan wersebut

(& I - U PR & R AT

{

L 7
ayvat (2), 14 dan (4 Peraturan Daerah gns dar:y penages
naan restribust terhadap pemotongan hawan Yang  daain

»
-
.

nye dipergunakan untuk bepentingan wpatsarae  keagamsans

adat .

Dipindai dengan CamScanner



BAB VII
RETENTUAN P LIDANA

3

Pamal 12

(1) Pelanggaran terhadap ketentuan—ketentuan dalam
Pasal 2 ayat (1) dan (2)3; pasal I ayat (2),(Z» dan
(4) 5 pasal 4353 63738 dan pasal 9 Peraturan Daeran
ini, diancam pidana kurungan selama—lamannya 3
{tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.
DQLO00,00 (lima puluh ribu rupiabl} 3

(2) Tindak pidana dimaksud pada ayat (1) pasal ini

adalah pelanggaran .

BAR VIIL
KETENTUAN PENYIDIkAN

Pasal 13

Selain oleh Pejabat Penyidik Umum, Penyidikan atas
pelanggaran bindak pidana sebagaimana dimaksud dalam
pasai 2 ayat (1) dan {(2)3; pasal 3 ayat (2},(3y dan
(4),pasal 9,6,7,8 dan pasal § Peraturan Daerah 1ini
dapat Juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pagaawail
Megeri Sipil (PPNS) di Lingkungan Pamerintan Daerah
yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Per-

aturan Perundang-undangan yang barlaku .
Paaal 14

Dalam melaksanakan tugas penyidikan, para penvidik
sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 Peraturan

Daerah ini berwenang =3

a. menerima laporan ataw pengaduan dari sSeseqrang

tentang tentang adanya tindak pidana j
b. melaksanakan tindakan pada saat 1tu ditempat

kejadian dan melakukan pemeriksaan j

Dipindai dengan CamScanner



. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan
memeriksa tanda pengenal dari tersangka j

d. melakukan penyitasn benda atau surat j

e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang j

f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperik-
w8 sebagal tersangka atau saksi j

Q. mendatangkan orang ahli yang diperiukan dalam
hubungan pemeriksaan perkara j

he menghentikan penyidikan setelah mendapat petun-
juk  dari penyidik umum bahwa tidak terdapat
cukup  bukti  atau peristiwa tersebut bukan
merupakan tindak pidane dan selanjutnya melalul
penyidik umum  memberitahukan hal tersebut
kepada penuntut omum §

i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang

dapat dipertanggung jawabkan .

BAR IX
KETENTUAN PENUTUP

pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan
Daerah HKabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor OF

Tahun 1981 tentang Pemeriksaan dan Fenjualan Daging
sertz Penggunaan Rumah Potong Hewan Dalam Kabupaten

Dzerah Tingkat I1 Lumajang dengan segala perubahannya

dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 1é&

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan

Daerah ini  sepanjang mengenai pelaksanaannya akan

diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah .

Pasal 17

Peraturan paerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
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Agar metiap orang mengetahuinya, meme— rintah-
kan pengundangen Peraturan Daerah 1ni1 dengan penempa-—
tannva dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat

Il Lumajang.

Lumajang, 9 Mei 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BUPATEN DAERAH TINGKAT 11 LUMAJANG LUMAJ ANEG

Wakil Ketua,

ttd ttd
Drs. SOEPADNO TARMIN HARIADI

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa

mur taznggal 18 September 1995 Nomor 448/P Tahun 1973 .
An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Pin. Asisten Ketataprajaan

ttd

PUTU SETIAWAN., SH

Pembina
NIP. 510 057 151

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

eri B Nomor 10/1995 tanggal 9 Oktober 1995.

- Diundangkan
umajang Tahun 1995 S

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT I1
LUMAJ ANG

sxﬁawﬁ&%_ Wilayah/Daerah
-4

e Py

NIP. 510 021 976
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PENJELASASA N
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
NOMOR 04 TAHUN 1993
TENTANGEG
PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN , PEMERIKSAAN DAGING
pAN IJIN JAGAL SERTA 1JIN PENJUALAN DAGING
DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT 11
LumMmJIANSEG

1. PENJELASAN UMUM :

Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Fingkat Il Luma-

jang Nomor 9 Tahun 1981 Tentang Pemeriksaan dan Penjualan Daging

serta Penggunaan Rumah Potong Hewan Dalam Kabupaten paerah

Tingkat 11 Lumajang dengan segala perubanannya Yana dianggap
sudah tidak sesual lagi dengan perkembangan dewasa ini, maka
dalam rangka usaha untuk lebib meninakatkan petertiban terhadap
penggunaan Rumah Potong Hewan, Pemeriksaan Daging dan Jagal
serta Penjualan Daging dalam kabupaten Daerah Tingkat 11 Luma~
jang. demikian Juaa dalam rangka meningkatkan Pendapatan sl

Daerah, dipandang perlu menetapkan FPeraturan Dzeran baru yang

mengaturnya -

I1. EENJELASAN PASAL DEMI PASAL 3

Pagal 1 s/d 17 : cukup Jlelas.
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